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Abstrak 

 

Kekayaan Negara Indonesia salah satunya adalah Perikanan yang berada 

di Laut,  Sungai, dan Danau. Potensi perikanan laut sesungguhnya merupakan 

asset yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi perikanan 

tangkap diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan 

yang diperbolehkan sebesar 5.007 juta ton atau 80% dari MSY (Maximum 

Sustainable Yield).  Hingga saat ini jumlah tangkapan mencapai 3,5 juta ton 

sehingga tersisa peluang sebesar 1,5 ton/tahun.  Seluruh potensi perikanan 

tangkap tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar US$15.1 milyar. 

Dari potensi perikanan yang sangat tinggi nilainya tersebut terdapat sebuah 

masalah yang sangat merugikan bangsa Indonesia hal tersebut ialah pelanggaran 

terhadap Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh kapal asing maupun kapal dalam 

negeri. 

Kejahatan illegal fishing merupakan sebuah dimensi permasalahan bangsa 

Indonesia yang sampai dekade selalu terjadi. Illegal fishing diartikan pelanggaran 

terhadap penangkapan ikan atau lebih populer penangkapan ikan secara illegal. 

Ancaman dari pelanggaran illegal fishing harus mendapatkan perhatian yang 

serius demi terselamatkan aset Negara. Hal ter sebut membutuhkan sebuah aturan 

payung hukum Negara dan agama kuat sebagai landasan untuk mengamankan aset 

Negara dari kejahatan. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, agar 

terciptanya kemaslahatan bagi seluruh kehidupan di dunia. Negara sebagai 

pengendali utama dari kekayaan yang ada, harus bisa mengamankan untuk 

kemakmuran rakyatnya. Islam memandang kejahatan illegal fishig merupakan 

kejahatan  pencurian yang mengandung unsur perusakan lingkungan dan  hidup. 

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 

tindak pidana illegal fishing secara keseluruhan adalah menangkap ikan atau 

memungut ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin 

dari pejabat yang berwenang, mengelola dan atau membudidayakan ikan yang 

berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 

berwenang. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yang menjadi 

pokok analisis adalah gagasan atau konsep, yakni konsep hukum untuk 

menetukan status hukum   illegal fishing dalm hukum islam yang kemudian 

dikomparasikan dengan konsep hukum positif Indonesia.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa norma-norma yang ada 

dalam hukum islam maupun dan hukum positif di Indonesia yang tertuang dalam 

undang-undang sama-sama menganggab bahwa tindakan illegal fishing 

merupakan kejahatan yang dilarang karena mencuri dan merusak lingkungan. 

Perbedaannya  adalah, illegal fishing dalam kajian produk hukum islam terdapat 

sanksi qis{a>s{ dan diya>t, akan tetapi apabila tidak terdapat unsur pencurian 

maka sanksinya adalah  ta’zi>r. hukum positif Indonesia menetapkan sanksi bagi 

tindak pidana illegal fishing yaitu hukuman mati, penjara, dan denda sesuai yang 

diatur dalam produk hukum Indonesia.    
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Nomor : 158 th 1987  

Nomor : 0543/U/1987 

 

A. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 Śa‟ Ś Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha‟ H{ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra‟ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Shad S{ Es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad D{ De (dengan titik dibawah) ض

 Tha‟ T{ Te (dengan titik di bawah) ط

 Zha‟ Z{ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „_ Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah ‟_ Apostrof ء

ٌ Ya‟ Y Ye 

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

––َ Fath{ah a A 

––ِ Kasrah i I 

––ُ D{ammah u U 

 

Contoh: 

 

 kataba -   َ كتَةَ  

ُكِسَ ذ        - żukira 

 

2. Vokal Rangkap 

 

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 

 Fath{{ah dan .َ...ي

ya‟ 

ai a dan i 

َ ....و Fath{ah dan 

wau 

au a dan u 

 

 

Contoh: 

 

ُْفَ    kaifa - كَ

 haula - هَىْلَ  

 

C. Maddah 

 

Harkat dan 

huruf 
Nama Huruf dan tanda Nama 

 .َ... ا  .َ..ي
Fath{ah dan alif 

atau ya‟ 
ā a dan  garis di atas 

 Kasrah dan ya‟ ī i dan garis di atas ∙∙ِ∙∙∙ ي

 ∙ُ∙∙∙ و
D{ammah dan 

wau 
ū u dan garis di atas 

 

 

Contoh: 

 

 qāla -  قَالَ  

 ramā -  زَمًَ  

 

 

ُْلَ    qīla -  قِ

 yaqūlu -  ََقُـىْلُ  
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D. Ta’marbut{ah 

 

1. Ta‟ marbut{ah hidup 

Ta‟ marbut{ah yang hidup atau mendapat harkat fath{ah, kasrah dan 

d{ammah, transliterasinya adalah /t /. 

Contoh: 

 

ْطفَـالْ اْلأ ُ زَوْضَة    - raud{ah al-at{fāl 

Raud{atul at{fāl 

 

2. Ta‟ marbut{ah mati 

Ta‟ marbut{ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

Contoh: 

 

   t{alh{ah - طَلْـحَة 

 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta‟ marbut{ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta‟ marbut{ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

 

E. Syaddah (Tasydīd) 

 

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 

 rabbanā -  زَتَىَـا  

 nazzala -  وَصَلَ  

 al-birr -  اَلْثِسّ  

 

F. Kata Sandang 

 

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 Contoh: 

 

 ar-rajulu -  اَلسَجُلُ  

 asy-syamsu -  اَلشَّمْطُ  
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2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula 

dengan bunyinya. 

 Contoh: 

َْعُ    al-badī„u -  اَلْثَدِ

 al-jalālu -  اَلْجَلَالُ  

 

G. Hamzah 

 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan 

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 

تَـأخُرُوْنَ     - ta‟khużūna 

ٍْءٌ    syai‟un -  شَ

 

H. Penulisan Kata 

 

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 

ُْسُ لَهُىَ الَله وَاِنَ ُْهَ خَ السَاشِقِ  - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

        

   

I. Huruf  Kapital 

 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

 

 Wa mā Muhammadun illā ar-Rasūl -    السَظُىْل إلَاّ مُحَمَدٌ وَماَ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 

17.500 pulau. Secara geografis, hampir 70 persen (5,8 juta km persegi) 

wilayah Indonesia merupakan perairan dengan potensi kekayaan laut yang 

sangat potensial. Dalam perairan yang sangat luas demikian mengandung 

kurang lebih 6000 jenis ikan yang belum teridentifikasi semua, dan ini 

merupakan sumber daya hayati perikanan yang potensial bila dikelola secara 

maksimal tanpa mengganggu kelestarian sumber daya tersebut dan akan 

memberikan sumbangan yang berarti bagi kesejahteraan rakyat.
1
 

Sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 

31 tahun 2004 tentang perikanan disebutkan sebagai berikut: 

Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdikasi 

Negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, 

mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang 

potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

diamanakan pada bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

Indonesia.
2
 

 

Melihat peta negara Indonesia yang berkepulauan (Archipelago 

State), panjang pantai, laut teritorial, perairan kepulauan dan Zona Ekonomi 

                                                 
1
 Ichsan Efendie, Biologi Perikanan, cet. Ke 2 (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 

2002), hlm. 147. 
 
2
 Undang-Undang  No 31 Tahun 2004 



2 

 

Eksklusif, sehingga menempatkan Indonesia pada posisi strategis dan 

memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. 

Namun akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua 

benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia), 

menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya illegal fishing. 

Adapun, daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, 

Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat 

Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). 

Maraknya illegal fishing yang terjadi di laut Indonesia pada dekade 

ini sangat menghawatirkan, berdasarkan data yang dilansir Food and 

Agricultural Organization (FAO)
3
 kerugian negara akibat illegal fishing 

mencapai 30 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat 

kerugian yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Ini 

artinya, 25 dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau sama 

dengan 1,6 milyar kg.
4
 

Lingkungan hidup bukan saja merupakan masalah yang berdimensi 

muamalah melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis, 

karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka 

bumi. Dalam pandangan ulama Nahdlatul Ulama Misalnya, terdapat dalam 

                                                 
3
  FAO adalah sebuah organisasi PBB yang bertugas meningkatkan standar pangan dan 

produksi di Dunia, memperbaiki hasil-hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta 

memperbaiki situasi kehidupan penduduk pedesaan. Dieter Nohlen, Kamus Dunia Ketiga, 

(Jakarta: Grasindo, 1994). Hlm 183 
 
4
  Data menurut FAO tentang jumlah kerugian illegal fishing yang marak terjadi di 

perairan Indonesia http://.p2sdkpkendari.com/index.php?pilih=new&aksi=lihat&id=176, diakses 

taggal 31 Agustus 2009 

http://.p2sdkpkendari.com/index.php?pilih=new&aksi=lihat&id=176


3 

 

keputusan Muktamar dan Konbes tersebut berpendapat bahwa kerusakan 

lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafa>sid (kerusakan) yang 

dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi.
5
 Dengan 

demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan 

melanggar syari'at Allah dan bertentangan dengan hukum sebagaimana 

firman Allah Q.S. Al-Baqarah : 205 :  

6 

 

Secara umum, tujuan syar’i dalam mensyari’atkan hukum-hukumnya 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin 

kebutuhan pokok (daru>ri) bagia manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

(h{a>jiyyati) dan kebaikan-kebaikan manusia (tah{siniyyati). Sehingga 

terwujudlah kemaslahatan manusia.
7
 

Lebih lanjut lanjut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 

Perikanan Tahun 2004 pasal 6 ayat 1: 

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik 

Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan 

berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
8
 

 

                                                 
5
 Sahal Mahfudh, Solusi Probematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, dan 

Konbes Nahdlatul Ulama, (1926-1999), diantaranya, hal. 610-611. 

 
6
 Q.S. Al-Baqarah {01}: 205 

 
7
 Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilmu Usul Fiqh, Cet. 1. Alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad 

Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 310 
 
8
 Undang-Undang  No 31 Tahun 2004 
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Kemaslahatan manusia menjadi sangat terganggu akibat dampak dari 

kejahatan illegal fishing yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi 

masyarakat dan Negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian 

lingkungan perikanan di lautan Indonesia. 

Melalui Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, 

pemerintah Indonesia menciptakan sebuah aturan dan system terhadap 

pengelolaan perikanan yang berada di wilayah kelautan serta sungai-suangai 

Negara Indonesia. Hal tersebut diciptakan dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber 

daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan 

pemerataan dalam pemanfaatanya dengan mengutamakan kesempatan kerja 

dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, dan atau pihak-pihak 

yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber 

daya ikan dan lingkungannya.
9
  

Aturan tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu 

berbuat kebajikan dalam memanfatkan sumber daya alam, tidak berbuat 

kerusakan, serta kemaksiatan. Sehingga pada tujuan akhirnya, target yang 

dicapai dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan 

yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep maq>asid asy-

syari>’ah. 

Dengan latar belakang masalah di atas, penyusun akan mengkaji 

illegal fishing berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan 

                                                 
9
 UU No 31 tahun 2004 
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Hukum positif, dengan tujuan untuk menggali bagaimana sesungguhnya 

hukum Islam dan hukum posif mengatur secara spesifik dan bagaimana 

pertanggung-jawabannya  dalam konteks tindak pidana. Kajian ini tentu 

sangat penting karena melihat fonemona tersebut terjadi hampir diseluruh 

negara-negara di dunia khususnya Indonesia dewasa ini, hal tersebut akan 

menjadi masalah jika tidak ditangani secara benar dan tepat, maka tidak 

mustahil berbagai ancaman perikanan dan ekosistem kelautan Indonesia akan 

rusak bahkan musnah, dengan menerapkan konsep yang tepat maka dapat 

melindungi perikanan, ekosistem kelautan dan lingkungan hidup, sehingga 

terwujud sebuah Negara yang kaya akan sumber daya alam terutama 

sumberdaya alam kelautannya sehingga mewujudkan  masyarakat yang 

makmur dan mandiri. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok 

masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum 

Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap kejahatan Illegal Fishing di 

Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan Penelitian 

Guna mengontrol peran pemerintah Indonesia dalam upaya  

penanggulangan kejahatan  illegal fishing dari segi hukum Islam dan 

hukum positif. 

2. Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi khazanah pemikiran dalam hukum Islam khususnya dan memberikan 

solusi alternatif bagi bangsa Indonesia dalam pemberantasan illegal 

fishing. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah 

tersebut, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang 

relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian, sehingga 

mendapatkan referensi tepat yang berkaitan dengan kasus illegal fishing 

tersebut. 

Dalam pengamatan penyusun sampai saat ini, belum banyak karya 

ilmiah, skripsi, ataupun buku-buku dari berbagi disiplin ilmu yang membahas 

khusus mengenai illegal fishing  perspektif hukum Islam dan hukum positif . 

Meskipun demikian, ada beberapa buku dan karya ilmiyah secara subtansinya 

memiliki pembahasan yang menyinggung masalah illegal fishing. 

Buku berjudul Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut 

Indonesia) yang ditulis oleh Riza Damanik, Suhana, dan Budiati 
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Prasetiamartati
10

, mereka adalah aktifis lingkungan hidup yang selalu gigih 

dalam mengawasi penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing. Buku ini 

berisikan fakta kekinian tentang krisis ikan di Indonesia terutama akibat 

illegal fishing yang sekaligus merusak, diawali dengan menjelaskan tentang 

krisis perikanan dunia dan situasi perikanan nasional dan menggambarkan 

fakta praktek, modus operandi,dan dampak akibat illegal fishing. Dalam bab 

terakhir buku tersebut menuliskan beberapa alternatif dan solusi yang 

ditawarkan oleh WALHI
11

 dalam pemberantasan  kejahatan perikanan, 

sehingga menjadi rujukan tepat dalam penyusunan  skripsi ini, namun yang 

ditawarkan dan yang ditulis dalam buku tersebut hanya mengacu pada hukum 

positif Indonesia. 

Buku lain yang berhasil penyusun temukan, Rokhmin Dahuri berjudul 

Keanegaraman Hayati Laut (aset pembangunan berkelanjutan Indonesia)
12

, 

dalam tulisanya beliau menjelaskan tentang macam-macam keanekaragaman 

hayati laut di Indonesia, selanjutnya juga menjelaskan mengenai ancaman 

terhadap kelestarian ikan-ikan di laut indonesai akibat dari beberapa aktifitas 

manusia. 

                                                 
10

 Riza Damanik, Dkk, Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut 
Indonesia),(Jakarta: WALHI, 2008) 

 
11

 WALHI, adalah organisasi yang bergerak dalam pemerhati masalah lingkungan hidup 

di Indonesia. 

 
12

 Rokhimin Dahuri, keanekaragaman hayati laut ‚aset berkelanjutan Indonesia‛ (Jakarta  

Gramedia Pustaka Utama), 2003 
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Asep Maulana, dalam skripsinya yang berjudul illegal fishing 

perspektif hukum Islam13, mendiskripsikan bahwa illegal fishing merupakan  

perbuatan jarimah (tindak pidana). Akan tetapi dalam pembahasan skripsi 

tersebut tidak menyangkupkan hukum positif   sebagai upaya dalam 

menanggulangi kejahatan illegal fishing.  

Sebuah buku berjudul kebijakan perikanan dan kelautan, ditulis oleh 

Akhmad Fauzi
14

. Di dalam buku itu Akhmad menuliskan bahwa pengelolaan 

perikanan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat pengguna 

sangat diharapkan oleh semua pihak. Namun tidak sedikit kendala dan 

masalah yang dihadapi, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk 

menyingkirkan kendala-kendala tersebut. 

Selanjutnya adalah buku himpunan perundang-undangan no 31 tahun 

2004 tentang perikanan
15

, dalam kitab undang-undang tersebut dijelaskan 

secara rinci tentang bagiamana pengelolaan perikanan baik dilaut maupun 

disungai, lebih lanjut dalam buku tersebut di singgung tentang penangkapan 

ikan illegal berikut dengan sanksi pidana dan perdatanya. Undang-undang 

menjadi salah atau sumber penelitian yang cukup penting dalam penelitian 

hukum
16

, maka dalam menyusun skripsi ini penyusun mencoba mengkaji UU 

yang berkaitan dengan illegal fishing. 

                                                 
13

 Asep Maulana, illegal Fishing perspektif  hukum  Islam, skripsi UIN Sunan Kalijaga 

(2009)  

 
14

 Akhmad fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan, (Jakarta: Gramedia, 2007) 

 
15

 UU No 31 tahun 2004 
 
16

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakrta: Kencana, 2007), hlm.144-145 
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Kemudian dalam literatur keislaman, buku yang membahas secara 

khusus dan rinci berkenaan dengan illegal fishing hampir semua berbicara 

secara global namun secara eksistansinya semua mengarah kepada isu-isu 

tentang pelestarian lingkungan hidup. Zubaiedi menjelaskan dalam bukunya 

yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren ‚kontribusi fiqh 

sosial kiai sahal mahfud dalam perubahan nilai-nilai pesantren‛
17

, bahwa 

menjaga keselamatan lingkungan hidup bagi umat Islam adalah wajib 

hukumnya, menurut kiai Sahal upaya pembinaan lingkungan hidup dapat 

dilakukan dengan metode pendekatan proyek dan pendekatan motifasi.  

Buku lain yang membahas persoalan lingkungan diantaranya, Ali 

Yafie, Merintis fiqh lingkungan hidup
18

, dijelaskan dalam buku tersebut 

bahwa tujuan hukum Islam (Maqa>sid asy-syari>’ah) terdapat lima hal pokok 

yang mencakup semua aspek kehidupan.  

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan dalam kajian komparasi hukum 

terkait dengan tindakan illegal fishing. Hal tersebut penyusun kaji dari 

beberapa aspek sanksi bagi pelaku illegal fishing yang terdapat dalam hukum 

islam dan hukum positif Indonesia,  dan penyusun kaji juga dari  aspek 

pelaku, tatacara dan alat.  

 

 

                                                 
17

 Zubaedi, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

2007)  
 
18

  Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Ufuk Press, 2006)  
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E. Kerangka Teorietik 

Kejahatan illegal fishing saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, 

baik yang kerugian material maupun non material bagi Negara dan kerugian 

langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Kejahatan illegal fishing ini tidak 

bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan 

kehidupan masyrakat di Indonesia terutama wilayah perairan dan perikanan, 

maka dengan berbagai cara digunakan untuk memberantas kejahatan illegal 

fishing sampai tuntas. 

Syari’at Islam dalam mengatasi kejahatan memberikan beberapa sikap 

tegas. Pertama mendidik individu manusia agar menjadi sumber kebaikan 

bagi masyarakat. Kedua menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia 

atas dasar jalinan social. Ketiga menjadikan tujuan akhir dari setiap 

perbuatan dan aturan sara’ adalah untuk kemaslahatan umum. 

Tujuan pensyariatan hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh 

Assyatibi dalam konsep maqa>sidu as-syari>’ah  adalah untuk menjaga 

kemaslahatan manusia yang terdiri dari kemaslahatan agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Tujuan ditegakkan maqa>sidu as-syari>’ah  tersebut 

sangat relevan dengan upaya penegakan hukum bagi pelaku illegal fishing, 

karena tujuan hukum Islam ini telah mencakup semua aspek kehidupan. 

 Manusia wajib memakmurkan dan membangun bumi disertai dengan 

penyiapan bagi generasi yang akan datang, melihat realita kondisi bumi dan 

lingkunagan hidup saat ini sudah sangat menghawatirkan dan hal tersebut 

sangat dilarang oleh Islam, firman Allah : 
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19
 

 

Dalam Islam tidak terdapat aturan yang spesifik mengatur tentang 

larangan illegal fishing. Islam hanya meletakakan seperangkat tata nilai etika 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku 

manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamannya dan makhluk 

diseluruh alam bumi. 

Dalam hal ini, illegal fishing termasuk ke dalam salah satu kejahatan 

yang kompleks, karena didalamnya terkait dengan harta (perampokan aset 

Negara berupa ikan) dan lingkungan hidup (menangkap ikan dengan merusak 

lingkunagn hidup), sesuai kaidah: 

 20 

Guna mendukung teori maqa>sidu as-syari>’ah   yang dikemukakan oleh 

Assyatibi, penyusun tertarik menggunakan teori mas{lah{{at al-mursalah 

(mendahulukan manfaat dari pada mendahulukan manfaat) hal ini 

dimaksudkan untuk mendapat pemahaman utuh terhadap permasalahan 

kejahatan illegal fishing  di Indonesia. Mas{lah{at merupakan suatu konsep 

serta metode dalam menetapkan hukum Islam pertama kalai diintrodusir oleh 

                                                 
19

 Ar Rum (30): 41 

 
20

 Adib Bisri, al Fara>idul Bahiyyah ‚ Risa>lah Qawaid Fiqh‛, (Kudus: Menara Kudus. tt.)  

hlm. 57 
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Malik bib Anas
21

. Imam Malik merupakan salah satu imam mujtahid yang 

empat (Maliki, Hanafi, As-Syafi’i dan Hambali). 

Metode ijtihad yang dipakai oleh imam malik dalam rangka menggali 

hukum (istinbat) ada dua yaitu, Qiya>s dan Istis{lah (mas{lah{at mursalah). 

Metode qiya>s  digunakan oleh Imam Malik apabila ada nas{ tertentu, baik Al-

Qur’an maupun As-Sunnah yang mendasarinya. Metode istis{lah{ atau 

Mas{lah{at al-mursalah dipraktekan oleh Imam Malik apabila masalah hukum 

yang sedang dihadapi tidak ada satupun nas{ yang mendasarinya, baik 

membenarkan maupun melarang
22

  

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan illegal fishing saat ini 

diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang 

menyebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu: 

Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdikasi 

Negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, 

mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang 

potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang 

diamanakan pada bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 

Indonesia
23

. 

 

Hukum Indonesia menpunyai peran besar dalam memberantas illegal 

fishing, dengan adanya UU perikanan tersebut diharapkan kejahatan illegal 

fishing dapat ditanggulangi dengan tujuan terciptanya kesejahteraan untuk 

                                                 
21

  Muhammad Khalid mas’ud, filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, alih bahasa 

Yudian wahyudi, (Surabaya: Al-ikhlas 1995), hlm 84 
  
22

 Abdul Wahab Khallaf, Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam, 
(Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 110 

 
23

 Undang-Undang  No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
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masyarakat Indonesia,  selanjutnya untuk mendukung UU perikanan tersebut 

hukum Islam dengan konsep maqa>sidu as-syari>’ah  diharapkan bisa menjadi 

solusi alternatif dalam memberantas illegal fishing di Indonesia.  

 

F. Metode Penelitian 

Agar setiap penelitian terlaksana dengan baik dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam penyusunan skripsi ini, 

penyusun menempuh metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan 

(library research), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data 

secara literal dengan penggalian bahan-bahan pustaka yang sistematis
24

, 

penyusun menggunakan literatur primer yang berkaitan dengan illegal 

fishing  diantaranya UU Perikanan, ayat-ayat al-Qur’an, hadis-hadis, 

pendapat para tokoh, dan juga sumber-sumber lain yang berkaitan 

denagan persoalan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif. Yaitu 

menelaah norma-norma yang ada dalam hukum Islam dan aturan-aturan 

dalam hukum Indonesia khususnya UU Perikanan tentang bagaimana 

menyikapi persoalan illegal fishing. Selanjutnya data tersebut di analisis 

dan dikomparasikan berdasarkan normative yuridis. 

                                                 
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r & d, cet.ke-2, (Bandung: 

Alfabeta, 2006), hlm. 164. 
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3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif yuridis. Dengan maksud bahwa titik tolak 

penelitian ini adalah analisa terhadap illegal fishing berdasarkan hukum 

Islam dan pendekatan dengan berdasarkan pada aturan hukum dalam 

undang-undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan serta peraturan lain 

yang koheren dengan illegal fishing. 

4. Teknik Pengumpula Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku 

sebagai sumber primer (utama), baik dari hukum Islam dan peraturan 

pemerintah, undang-undang serata buku-buku yang relevansi dengan 

pembahasan ini syarat buku-buku penunjang sebagai instrument 

referensi. 

5. Analisis data 

Dalam menganalis data penyusun menggunakan metode deduktif 

komparatif. Metode deduktif adalah pembahsan yang dimulai dengan 

mengemukakan teori-teori, dalil,-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat 

umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus
25

. 

Sedangakan metode komparatif yaitu Analisa Komparasi, yang bertujuan 

untuk menemukan dan mencermati sisi kesamaan dan perbedaan antara 

ukuran dalam fokus, sehingga diperoleh simpulan-simpulan sebagai 

jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah. 

                                                 
25

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jakarta: bumi askara, 1998) hlm. 76 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang akan penyusun gunakan didalam 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab satu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan keguanan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua tentang gambaran umum mengenai illegal fishing,  meliputi 

pengertian illegal fishing, unsur dan dampak illegal fishing. 

Bab tiga membahas tentang tinjuan illegal fishing dalam perpektif 

hukum Islam dan hukum positif. Dalam sub bab penyusun jelaskan 

pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam dan tindak pidana 

Islam terhadap illegal fishing. Selanjutnya menjelaskan illegal fishing 

berdasarkan versi hukum positif yang meliputi dasar hukum,sanksi hukum.   

Bab empat, berisi analis perbandingan  antara hukum Islam dengan 

hukum positif  berkaitan dengan tindakan illegal fishing. Pada sub bab 

pertama berisi analisis hukum Islam tentang Illegal Fishing. Pada sub bab 

kedua menganalisis Illegal fishing menurut hukum positif’ 

Bab lima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari rangkaian 

persoalan yang penyusun lakukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari paparan skripsi yang telah dikemukakan empat bab sebelumnya, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Ditinjau dari hukum Islam, illegal fishing adalah termasuk dalam 

kategori jari>mah hudu>d, karena mengandung unsur merugikan orang lain 

dalam hal ini adalah aset negara dengan bentuk mengambil dan 

mengeksplotasi tanpa izin pada pihak yang berwenang. Disamping itu, illegal 

fishing dalam pelaksanannya sering merusak alam dan lingkungan. Perbuatan 

semacam illegal fishing ini, jelas dilarang menurut hukum Islam sebagaimana 

yang dikemukakan oleh al-Qur’an bahwa perbuatan apa pun yang membuat 

kerusakan di muka bumi adalah tidak boleh dan harus mendapat sanksi. Bagi 

pelaku illegal fishing, maka akan mendapat hukuman berupa denda sebagai 

pengganti kerugian ekonomi negara serta juga sanksi berupa bentuk ta'zi>r 

yang bisa membuat jera si pelaku illegal fishing. 

Sementara apabila ditinjau dalam konteks hukum positif, perbuatan 

illegal fishing secara umum adalah perbuatan yang dilarang negara dengan 

beberapa bentuk tindakan yaitu: penangkapan tanpa memiliki izin, 

panangkapan dengan cara merusak habitat, eksplotasi ikan secara berlebihan, 

tindakan  perusakan lingkungan dan pencemaran laut serta sungai-sungai di 

Indonesia. Illegal fishing juga bisa dikategorikan sebagai sebuah usaha 
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perompakan aset negara yang dilindungi oleh payung hukum undang-undang 

yang berlaku. Bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman sesuai 

dengan kadar tindakannya.  

Dengan menelaah kedua tinjauan di atas, baik perspektif hukum Islam 

maupun hukum positif, maka dapat diambil benang merah yaitu bahwa 

praktek illegal fishing merupakan tindakan kejahatan yang merugikan dan 

juga merusak lingkungan. Baik hukum Islam atau pun hukum positif sama-

sama melarang praktek illegal fishing ini. Dalam usaha agar praktek illegal 

fishing tidak dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok, maka baik 

hukum Islam maupun hukum positif mengatur sebuah undang-undang agar 

menjatuhkan sanksi bagi pelaku illegal fishing. Pelaku illegal fishing akan 

dikenakan sanksi atas perbuatannya, baik denda, penjara, bahkan hukuman 

mati.  

 

B. Kritik 

Bahwa penanganan terhadap pelaku illegal fishing masih belum 

maksimal dan harus mendapatkan perhatian kusus, menambah pengawasan 

yang maksimal untuk meminimalisir terhadap pencurian ikan. Belum adanya 

sosialisasi dan terbentuknya badan yang mengawasi terhadap nelayan dalam 

negeri kaitannya terhadap cara penangkapan ikan yang sesuai aturan yang 

benar. 
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C. Saran-saran 

Penyusun mengakui, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Keterbatasan penyusun dalam mengkaji data menyebabkan mudahnya 

mendapati kekurangan dalam skripsi ini. Besar harapan penyusun kepada 

para pengkaji illegal fishing terhadap kajian ini, untuk memberi kritik demi 

penyempurnaan penelitian. 
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